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ABSTRAK

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu aspek dari politik kriminal
sebagai komponen dari strategi pencegahan kejahatan total. Penegakan hukum
merupakan prosedur dilakukannya usaha agar berfungsinya atau berdirinya
kaidah-kaidah hukum«seeara benar sebagai peganganberkelakuan dalam hidup
masyarakat,berbangsa dan bernegara.Penegakan hukum ‘mempunyai masalah
pokok yang terletak .pada unsur-unsur yang mempengaruhinya.Unsur-unsur
tersebut adalah hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan
kebudayaan.

Rumusan masalah dalam: penelitian-inijadalah bagaimana usaha dari pihak
kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan di
Wilayah Hukum Polres Kuansing dan apa saja yang menjadi faktor hambatan di
dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan
pemberatan diwilayah hukum Polres Kuansing.

Penulis.-memilih  jenis penelitian observational research dengan cara
penulis survey langsung guna mendapatkan data primer dan data sekunder Dalam
pengumpulan data penulis mewawancari beberapa responden, yaitu Penyidik
reskrim Polres Kuansing dan pelaku pencurian.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, upaya penegakan hukum yang
dilakukan di Polres Kuansing telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang
berlaku tetapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian
dengan pemberatan masih terdapat beberapa hambatan dilapangan yaitu pelaku
sering melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan pelat nomor palsu,
tidak ada saksi yang. melihat, kurangnya alat bukti, kurangnya partisipasi
masyarakat dalam memberikan’ keterangan “sehingga penyidik sulit untuk
mengetahui kronologi kejadian juga masyarakat yang masih lalai dalam menjaga
harta bendanya.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Hambatan, Pencurian Dengan Pemberatan



ABSTRACT

Criminal law enforcement is one aspect of criminal politics as a component
of a total crime prevention strategy. Law enforcement is a procedure for carrying
out efforts for the proper functioning or establishment of legal rules as a guide for
behavior in the life ofithe community, nation and state. Law enforcement has a
main problem that lies in the elements that.influence it. These elements are the
law, law enforcement , facilities or facilities, society and culture.

The formulation of the problem in this research is how the efforts of the
police in law enforcement against theft with weight in the Kuansing Police Legal
Area and what are the obstacle,factors:insimplementing law enforcement against
the crime of theft by weighting in the jurisdiction of.the Kuansing Police.

The author chose the type of research observational research by means of
direct survey writers in order to obtain primary data and secondary data. In
collecting data the authors interviewed several respondents, namely the Criminal
Investigation Officer of the Kuansing Police and the perpetrators of theft.

The results of the research that the author got, law enforcement efforts
carried out at the Kuansing police station have been running in accordance with
applicable laws but in the law enforcement process against the criminal act of
theft by weighting there are still several obstacles in the field, namely the
perpetrators often commit crimes by using number plate vehicles. Fake, no
witnesses saw, dack of evidence,.lack of community participation in providing
information so that investigators find it difficult to know the chronology of events
as well as people who are still negligent in maintaining their property

Keywords: Law Enforcement, Barriers, Theft With Weighted
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BAB |

PENDAHULUAN

utama di Indonesia, dan karenanya negara Indonesia juga dapat disebut sebagai

Negara Hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila memiliki karakter yang
meliputi: hubungan yang harmonis penguasa dan warga negara didasarkan asas

kerukunan, yurisdiksi negara memiliki hubungan fungsi yang seimbang, asas

! Triyanto, Negara hukum dan Ham, Ombak, Yogyakarta, 2013, him. 8.
2 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar llmu Hukum, Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 2014, him. 16.



penangganan sengketa melalui musyawarah, peradilan sebagai pertimbangan

terakhir, dan kesetimbangan hak dan kewajiban.?

Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan
berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum
pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam
hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab/‘Undang-undang -Hukum Pidana
(KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang
dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali
diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi lain halnya dengan
mempelajart hukum pidana formil sebagai satu kesatuan dalam mempelajari
hukum pidana Indonesia, bahwa hukum acara pidana Indonesia sudah memiliki
hukum nasional yang merupakan produk asli bangsa Indonesia. Hukum Acara
Pidana yang disahkan sebagai: Undang-Undang..Nomor 8 Tahun 1981, secara
umum dianggap sebagai kodifikasi pertama produk yang dihasilkan oleh
pemerintah nasional. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP bahwa untuk
membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama
di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan

pemerintahan itu tanpa terkecuali.*

Hukum pidana formil adalah nama lain dari hukum acara pidana. Hukum
acara pidana mengatur tentang tertib bagaimana pelaksanaan hukum pidana

material, sehingga mendapatkan putusan hakim dan bagaimana untuk

3 Ellydar Chaidir, Negara Hukum Demokrasi Dan Kanstalasi Ketatanegaraan Indonesia, Total
Media, Pekanbaru, 2007, him. 62.

4 Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di
Indonesia, Setara Press, Surabaya, 2014, him. 2



melaksanakan isi putusan tersebut.> Hukum acara pidna memiliki ruang lingkup
yang lebih sempit yaitu dimulai dengan menemukan kebenaran, kemudian
berlanjut ke penyelidikan, penyidikan dan diakhiri dengan eksekusi oleh jaksa.
Pembinaan pidana tidak mencakup acara pidana. Apalagi yang berkaitan dengan
perencanaan undang-undang pidana.® Lilik Mulyadi mengatakan bahwa hukum
acara pidana merupakan suatu-aturan hukum,yang mengatur, melaksanakan, dan
menjaga keberadaan ketentuan hukum pidana materiil (material strafrecht) untuk
mencari, menemukan, dan memperoleh kebenaran materiil atau nyata.” Adapun
tujuan hukum acara pidana menurut pedoman penjelasan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

“Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil,
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tetap, dengan tujuan
untuk mencari.Siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjuinya meminta. pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana meliputi hal hal yaitu : (a).
penyidikan perkara pidana; (b). Penuntutan perkara pidana; (c). peradilan perkara
pidana; (d). pelaksanaan putusan ‘hakim.® Dalam menyelidiki kasus pidana,
dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia Indonesia dan pegawai negeri sipil

tertentu yang oleh undang-undang telah diberikan wewenang khusus. Sejalan

dengan penjelasan tersebut telah disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP

5 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2014, him. 4.

6 Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 3.

" Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, Alumni,
Bandung, 2007, him. 1.

8 Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Umm Press, Malang, 2010, him. 27.



bahwa ada 2 (dua) macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu: (a)
pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan (b) pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.® Penuntutan perkara
pidana merupakan-tugas yang dilaksanakan oleh Jaksa. Penuntutan menurut Pasal
1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri.yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus
oleh hakim di sidang pengadilan®. Apabila penuntutan kasus telah dilaksanakan,
maka proses penyidikan berakhir dan pemeriksaan diserahkan kepada hakim,
yang akhirnya akan mengambil Kkeputusan "atas kasus tersebut. Peradilan
bertanggung jawab untuk mengadili setiap kasus pidana. Peradilan menurut
Kuffal adalah penyelesaian konflik yang muncul antara sesama warga negara,
maupun antara warga negara dengan pemerintah ataupun antar lembaga
pemerintah.** Pelaksanaan keputusan hakim atau yang selalu disebut dengan
eksekusi merupakan tugas dari kejaksaan. Pelaksanaan keputusan hakim atau
eksekusi bisa dilaksanakan, jika sudah mendapat kekuatan hukum yang tetap.*?
Menegakkan hukum™pidana pada suatu negara memerlukan suatu bidang
keilmuan yaitu hukum pidana. Keilmuan pidana adalah ilmu yang mempelajari
hukum pidana. Pada hakekatnya tujuan utama adanya hukum pidana adalah untuk
mempertahankan hajat masyarakat sebagai suatu keadaan dari kegiatan-kegiatan

yang mengancam atau bahkan merugikannya, baik yang berasal dari individu

® Andi Sofyan dan Abd. Asis, op. cit.,hIm.85.

10 Ibid., him.169.

1 Kuffal, op. cit.,him.201.

12 Ishag, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, him. 219.



maupun kelompok orang, sesuai dengan kodrat hukum pidana sebagai hukum
publik. Kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat
merupakan salah satu dari sekian banyak kepentingan sosial tersebut. Seminar
kriminologi ke-3.di Semarang..tahun 1976..menyimpulkan antara lain bahwa
hukum pidana harus diterapkan sebagai suatu derajat pertahanan sosial, khususnya
untuk perlindungan masyarakat.** Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur
untuk melindungi masyarakat namun dalam penegakannya regulasi tersebut

tampaknya tidak mampu mengayomi kepentingan banyak orang.

Penegakan hukum pidana adalah salah satu aspek dari politik kriminal
(criminal policy) sebagai komponen dari strategi pencegahan kejahatan total.
Namun, itu bukan satu-satunya tumpuan untuk sepenuhnya membereskan atau
menghapus kejahatan, hal ini dapat dimengerti sebab pada intinya kejahatan
adalah masalah kemanusiaan' dan-sosial yang-dijuluki masalah sosial tertua (the
oldest social problem ) yang tidak bisa diselesaikan secara eksklusif melalui
penerapan undang-undang pidana. Meskipun penegakan hukum pidana dalam
rangka pencegahan kejahatan bukanlah satu-satunya tumpuan, namun hal ini yang
paling mungkin berhasil karena dalam bidang penegakan hukum itulah makna

negara hukum dipertaruhkan.*

Suatu hukum tidak ada gunanya kecuali diterapkan dan dijalankan terhadap
mereka yang melanggarnya, orang-orang yang menegakkan hukum di lapangan

disebut aparat penegak hukum,yang menggambarkan peran aparat penegak hukum

13 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana
Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, him. 11.

14 Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Kencana, Bandung, 2016, him. 139.



dalam negara yang berlandaskan hukum. Dalam bidang hukum pidana, penegakan
hukum meliputi penyidik atau polisi, penuntut umum atau jaksa, pejabat

pengadilan, dan pejabat pelaksana pidana.

Masalah-utama dalam penegakan hukum sebenarnya ada pada variabel-
variabel yang dapat mempengaruhinya. Menurut Satjipto Rahardjo, unsur-unsur
yang mempengaruhi proses. penegakan hukum'menurut derajat kedekatannya pada
proses Yyaitu,.yang agak jauh dan yang agak dekat. Satjipto Rahardjo
mendefinisikan tiga faktor pokok yang berperan serta dalam proses penegakan
hukum berdasarkan kriteria kedekatan. Pertama, faktor pembentukan undang-
undang yaitu lembaga legislatif. Kedua, faktor penegakan hukum meliputi jaksa,
kepolisian, hakim dan pengacara. Dan ketiga,faktor lingkungan seperti penduduk
dan masyarakat.*®> Di sisi yang lain Jerome Frank juga berpendapat tentang
beragam faktor yang berkontribusi pada proses’penegakan hukum, wasangka
politik, ekonomi, moral juga empati dan antipasti pribadi adalah sebagian dari

faktor ini disamping beberapa faktor selain faktor-faktor kaidah hukumnya.®

Salah satu yang diatur  didalam KUHP adalah tentang tindak pidana
pencurian. Pencurian merupakan-salah satu jenis kriminalitas harta benda yang
sangat sering terjadi dan menimbulkan banyak masalah di masyarakat. KUHP
Indonesia mengakui lima kategori pencurian yang berbeda yaitu pencurian biasa,
pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan

pencurian dalam keluarga. Penulis akan melakukan riset terhadap tindak pidana

15 Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal ( Criminal Policly ), Kencana Praneda Media
Group, Jakarta, 2016, him. 110.
6 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1991, him. 122.
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pencurian dengan pemberatan dalam riset ini.

Pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur

tentang pencurian dengan pemberatan yang dalam bahasa Belanda disebut

pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Polres Kuantan Singingi.
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Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres

Kuantan Singingi Periode Tahun 2019 s/d 2021

D

QUL LRI

)

saja terjadi dan masih adanya kasus pencurian dengan pemberatan yang masih
dalam tingkat tunggakan/lidik yang dilakukan pihak kepolisian resor Kuantan
Singingi, yang akhirnya membuat penulis terdorong untuk mengangkat judul
“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

dengan Pemberatan di Polres Kuantan Singingi”.

17 Data Lapangan diperoleh dari Polres Kuantan Singingi pada tanggal 21 September 2021.
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B. Perumusan Masalah
Beralaskan pembahasan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun

rumusan masalah, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
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mALARNAERNALN 1)

NG

Tujus

meliputi:

1. Tuyj

2 k  kepolis elaku tindak pidana

’ ' n&b N hukum kepolisian Resor
"N

Kuantan

o

enjadi faktor hambatan dalam

h A

pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

b. Untuk mengetahu

pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum kepolisian resor

Kuantan Singingi.
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2. Manfaat penelitian
a. Manfaat Teoritis

1) Merupakan salah satu cara agar penulis dapat memenuhi Kkriteria
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D. Tinj Pustaka .
injauan Pusta “““

Tinjauan pustaka mena psi yang lengkap tentang ide atau

konsep yang berkaitan dengan masalah pada riset yang sedang dilakukan lebih

jelasnya lagi, itu mencakup variable, dimensi dan indikator yang inherent.

18 Widodo, Metode penelitian Popular & Praktis, Cet.l, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, him.
44,

10



1) Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan prosedur dilakukannya usaha agar
berfungsinya atau berdirinya kaidah-kaidah hukum secara benar sebagai
pegangan berkelakuan dalam hidup masyarakat,berbangsa. dan bernegara.
Penegakan hukum, menurut Shant adalah upaya untuk menciptakan gagasan dan
rancangan hukum yang,diinginkan “publik' ‘menjadi kenyataan.’® Penegakan
hukum adalah prosedur multifaset. Hukum terpengaruh oleh unsur-unsur yang
terlibat dalam penegakan hukum, misalnya polisi, jaksa sebagai aparat penegak
hukum serta masyarakat pembentuk hukum dan masyarakat pendukung hukum
dalam bentuk sikap, pendapat, perilaku, keinginan untuk menegakkan hukum.?
Teori tentang sistem hukum diuraikan oleh Lawrance M. Friedman penegakan
hukum mencakup ciri substantif (legal actor) dan budaya hukum (legal culture),
maka ketiga faktor tersebut” memiliki pengaruh.terhadap bagaimana penegakan
hukum beroperasi.

Dari segi subjek, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya subjek
yang luas untuk menegakkan hukum, atau sebagai upaya subjek yang sempit
untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup segala
hukum dalam tiap-tiap relasi hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan
normatif atau tidak melaksanakannya, sesuai dengan norma peraturan perundang-
undangan yang absah, artinya dia melaksanakan atau menegakkan aturan hukum.

Sedangkan segi subjeknya dalam arti sempit, penegakan hukum digambarkan

19 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, him. 32.
20 Ibnu Sina Chandranegara, Dari “Hukum publik” Ke “Hukum publik” Ragam Perkembangan
Hukum Nasional, Total Media, Yogyakarta, 2016, him. 364.

11



sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin bahwa supremasi
hukum berlangsung dengan baik dan sebagaimana mestinya .Untuk menjamin
hukum ditegakkan, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksaan
apabila diperlukan:2:

Dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan rnegara, hukum menempati
peran yang strategis dan kuat. .Hukum sepagai suatu sistem bisa berfungsi dengan
benar dan efektif dalam suatu masyarakat apabila perangkat penerapannya
dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan. Hukum dapat bekerja secara
lumrah, tetapi Juga dapat terjadi sebagali akibat pelanggaran hukum,
konsekuensinya hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.??

Menurut-Gustav Radburch tujuan dalam penegakan hukum terdapat 3
faktor utama yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.?
Satjipto Rahardjo di sisi sain berpendapat bahwa penegakan hukum bukan
sekedar untuk mencapai kepastian hukum, melainkan juga untuk mewujudkan
kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat menghalangi seseorang
untuk bertindak sesukanya. Kemanfaatan sosial dikaitkan dengan hasil penegakan
hukum yang tidak mengakibatkan ‘gejolak dalam masyarakat dan keadilan
dikaitkan dengan beragam hajat masyarakat. Agar menghasilkan penegakan

hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan juga bersamaan

2 Jimly Asshiddigie . “Penegakan Hukum” ,Jurnal Pencurian,Hukum dan Masyarakat (Vol.54,
No. 10 Tahun2018), him. 1.

22Hasaziduhu Moho, “Penegakan hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan Dan Kemanfaatan”, jurnal Warta (\Vol.59 Tahun2019), him. 6.

23 Muhammad Erwin, Filsafat hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, him. 123.
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dengan keadilan sangatlah sulit sebab ketiga hal tersebut sulit untuk disatukan?*,
sebab apabila kita melihat penegakan hukum di Indonesia condong tampak

memprioritaskan kepastian hukum. Aparat penegak hukum condong beranggapan

egal formil dalam

penerap peraturan dan pemegang peran itu sendiri.?®

Kelemahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia berupa kurangnya
koordinasi dikalangan instansi-instansi penegak hukum banyak terjadi dalam

kasus-kasus atau perkara-perkara misalnya dalam penyidikan tindak pidana

24 Luthvi Febryka Nola, “Upaya pelindungan hukum secara terpadu bagi TKI”, Jurnal Negara
Hukum (Vol.7No. 1 Juni 2016), him. 39.

% Satjipto Rahardjo, Aneka persoalan Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 2011, him.
27.

13



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

korupsi dan BLBI dan lain-lain adalah merupakan gambaran dari budaya hukum
khususnya pada instansi Kejaksaan dan Kepolisian.?

Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan memiliki

Jika terjadi

dkan dalam

a. Perbuatan mengambil.

b. Objeknya suatu benda.
c. Unsur keadaan yang meyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut

d. sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

% |bnu Sina Chandranegara, op. cit.,hlm.387.
27 Agus Riyanto, “ Penegakan hukum, masalahnya apa?”, Jurnal Binus University, Vol.1
(Desember 2018), him. 1.
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Sedangkan unsur-unsur subjektifnya :

a. Adanya maksud.

b. Dengan tujuan untuk dimiliki.

: angkan dalam pasz 63 No. 4, begitu
juga apa yan ngkan ¢ 3 al.saja tidak dilakukan

S 3 ¢ - ertutup yang ada
ebih dari dua ratus

adalah diatur pada pasal 365 KU ang lebih dikenal dengan nama pencurian

dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP memiliki rumusan sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

%8 Adam Chazawi, Kejahatan terhadap harta benda, Cet.2, Media Nusa Creative, Malang, 2011,
him. 19.
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diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

2. jika perbuatan‘dilakukan oleh dua orang atau'lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat. melakukan-kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau
pakaian jabatan palsu.

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas.tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakihntkan
luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan
3.

Selanjutnya Tindak Pidana pencurian dalam keluarga yang diatur dalam
Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini
adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah
meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat
atau pembantu itu tidak:naungkin diadakan tuntutan pidana.

b. Jika dia suamifistri yang terpisah’ meja atau terpisah harta kekayaan,
atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis
lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap
orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari
yang terkena kejahatan.

c. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh
orang lain darpada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di
atas berlaku juga bagiorangitu:

4) Pengaturan Pencurian dengan Pemberatan
Pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang dirumuskan
dalam pasal 362 yang merupakan bentuk pokoknya. Bentuk pencurian ini

termasuk unsur tambahan, baik objektif maupun subjektif, yang sifatnya
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memberatkan pencurian tersebut, dan karenanya diancam dengan hukuman yang
lebih berat daripada pencurian dalam bentuk pokoknya.?

Aturan mengenai Pencurian dengan Pemberatan dapat dilihat dalam pasal
363 KUHP yang bunyinya adalah :

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

1. Pencurian ternak.

2. Pencurian pada waktu ada' kebakaran ;letusan banjir, gempa bumi,gempa
laut,  gunung meletus* ;kapal karam, kapal/terdampar,kecelakaan kereta
api,huru-hara,pemberontakan atau bahaya perang.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk
sampal pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu, atau
pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang-diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu
tersebut ke 4 dan 5,maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan)
tahun.

E. Konsep Operasional
Konsep Operasional sebagai batas terminologi agar tidak menyimpang dari
judul yang penulis tetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Menurut Bintoro “Tjokroadmudjoyo pelaksanaan adalah suatu rangkaian
kegiatan yang dimulai dengan suatu kebijakan untuk memperoleh suatu target dan
kebijakan itu diteruskan dengan suatu program dan proyek.*

Penegakan Hukum Pidana pada hakekatnya adalah merupakan tiang utama
daripada suatu negara hukum dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.

Penegakan hukum dalam hukum pidana mengacu pada sistem pengendalian

29 |bid., him.19.
% Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha IImu,
Yogyakarta, 2011, him. 45.
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kejahatan yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga
pemasyarakatan.! Berdasarkan hal ini penelitian lebih dipusatkan pada penegakan
hukum dalam tahap penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan
pemberatan.

Tindak Pidana adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.*

Tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur pasal 362 KUHP,
yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya
merupakan Kkepunyaaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda
tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atu dengan pidana denda
setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Pencurian ~ dengan pemberatan ataupun didalam  prinsip disebut
gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualjfikasi oleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan hal ini yang dimaksud
pencurian dalam pemberatan dalam riset ini adalah orang yang melakukan tindak
pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah kepolisian resor Kuantan Singingi

dan riset ini lebih difokuskan pada pasal 363 KUHP saja.

Polisi, sebagai komponen penting dari sistem peradilan pidana, adalah institusi
sosial yang berfungsi sebagai pengadilan sosial. Semua fungsi tersebut, baik sebagai
komponen sistem peradilan pidana maupun sebagai metode pengendalian sosial,

terkait dengan misi utama kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan

31 |bnu Sina Chandranegara, op. cit.,hlm.356.
%2 Muhammad Nurul Huda, Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum
Pidana, Uir Press, 2012, him. 16.
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kejahatan® Berdasarkan hal ini yang dimaksud dengan polisi dalam penelitian ini
adalah kepolisian di Polres Kuantan Singingi.

Kepolisian Resor atau yang disingkat dengan Polres adalah struktur komando

: membuktikan
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hukum orang atau masyarakat sehubungan dengan hukum, dengan sumber
data nya berasal dari data primer.®® Berdasarkan hal tersebut pada riset ini

penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebab yang diteliti adalah

3 Soerjono Soekanto dkk,Penanggulangan pencurian kenderaan bermotor suatu tindakan
kriminologis, Bima Aksara, Jakarta, 1987, him. 12.

34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta,
Bandung, 2009, him. 6.

% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, him. 20.
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penegakan hukum di Polres Kuantan Singingi terkait kasus tindak pidana
pencurian dengan pemberatan.

Jika dilihat sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis sebab peneliti

upaya pelaksanaan penegakan dan hambatan kepolisian dalam menegakkan
hukum pidana terhadap tindak kejahatan pencurian dalam pemberatan yang

terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

36 Widodo, op. cit.,hlm.90.
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3. Populasi dan Responden
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

<

'_.
o
e
-
’
v

Data yang di kumpulkan oleh peneliti dapat di kelompokkan atas dua

bentuk yaitu:

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari responden dan

narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang dilakukan

37 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet.1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, him.
117.
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dengan metode wawancara.®® Data ini peneliti dapatkan dari pihak

kepolisian di wilayah polres Kuantan Singingi.

b. Data sekunder, adalah data yang berisi surat-surat resmi, buku-buku,

memperoleh data p
data primer dimana dikumpulkan langsung dari responden di lapangan
(lokasi).Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder

terdiri dari buku-buku/ literature dokumen-dokumen lain yang berhubungan

dengan masalah penelitian.

% Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normative, Pustaka
Pelajar, 2010, him. 163.

39 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum cet.6, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2012, him. 30.
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6. Analisa Data
Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis normatif

kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-

Kesimpulan yang

kesimpulan dari
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

dilakukan ‘beru pidana i na yang bisa
dipadukan ; : - g memberantas
kejahatan, i
diadakannya pemilihan agar 1 ncapa _ ; : Jangan pidana yang

yang selara situasi ¢ aa ) suk waktu yang

akan datang.”

kehidupan masyarakat beradab. Penegakan hukum perlu diperhatikan karena
merupakan proses tindakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat
untuk mencapai tujuannya.** Berikut adalah beberapa pandangan tentang

penegakan hukum :

40 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, him.
109.

41 Yudi Krismen,Tomi Dasri, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2019,
him. 13.
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a. Dalam bahasa Belanda penegakan hukum dikenal dengan istilah

rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law

enforcement, yang mencakup definisi yang bersifat makro dan mikro.

dituangkan dalam dalam perspektif aturan/nilai yang kongkret dan
sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

membuat, memelihara, dan menjaga suatu kehidupan yang harmonis.

42 Chaerudin dkk, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika
Editama, Bandung, 2008, him. 87.

43 John Kenedi. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, him. 205.

#Shant Dellyana , op. cit.,hIm.32.
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e. Otje Salman dan Anton F.Susanto berpendapat bahwa penegakan

hukum (law enforcement) harus dibangun atau didasarkan melalui

kesadaran hukum (law awareness) masyarakat.*®

tugas kolek

hanya dapat

beda sifatnya tetapi me pada terciptanya hukum yang adil, tertib
dan berguna bagi seluruh umat manusia. Dalam masyarakat, polisi
berfungsi sebagai regulator dan penyelenggara penegakan hukum,

sedangkan hakim berfungsi sebagai pemutus hukum yang adil dan

% Otje Salman, Anton F.Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka
Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, him. 154.
46 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 115.
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kejaksaan di sisi lain adalah lembaga negara yang mengadili pelanggar

hukum yang diusulkan oleh polisi.

b. Orang yang memiliki fungsi advokasi dan perantaraan bagi masyarakat

adalah salah satu bagian yang berwenang menegakkan hukum pidana. Tetapi
tidak hanya dua institusi itu, juga ada hakim dan pengacara. Empat institusi itulah
yang menegakkan hukum pidana. Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang

Kepolisian Negara, Jaksa, Kehakiman dan Pengacara :

47 1lhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia,
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 130.
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1) Polisi/Kepolisian Negara
a) Pengertian

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden,

Indonesia

gung jawab

“salah satu fungsi g ahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan  hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Demikian juga dalam alenia ke-6 dari Penjelasan umum UU No. 2
Tahun 2002 dinyatakan bahwa kepolisian bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selengkapnya

tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia sebagaimana
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ditentukan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002,

adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai

berikut :

1.
P.
3.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
Menegakkan hukum; dan

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara
Republik Indonesia bertugas:

1

o~

10.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan
patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai
kebutuhan;

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
Membina- masyarakat, cuntuk . meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan
perundangundangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil,
dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan
peraturan perundang-undangan lainnya;

Menyelenggarakan identifikasi  kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian
untuk kepentingan tugas kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang
berwenang;
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11.

12.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang telah ditentukan.

Pasal 15

(1).Dalam rangka menyelenggarakan tugas di atas, Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara umuim berwenang:

1.
2.

Y

=

11,

12.

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisinan warga masyarakat
yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan
menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan  peraturan’ kepolisian dalam  lingkup
kewenangan administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;

Mencari-keterangan dan barang buki;

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan  dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
kegiatan masyarakat;

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu.

(2). Di samping itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum Kepolisian Negara
Republik Indonesia berwenang:

1.

2.

B w

Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum
dan kegiatan masyarakat lainnya;

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor;

Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,
bahan peledak, dan senjata tajam;
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10.

11.

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam
bidang teknis kepolisian;

Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi
instansi terkait;

Mewakili-pemerintaly Republik Indonesia dalam organisasi
kepolisian internasional,

Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam
lingkup tugas kepolisian.

Sedangkan dalam proses pidana :

Pasal 16

Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses
pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1.

2

11.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan;

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian-perkara untuk kepentingan penyidikan;
Membawa-dan‘menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan;

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan
serta memeriksa tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memangoil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Mendatangkan . orang- ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah
atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak
pidana;

Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada
penuntut umum; dan
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12.

Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum merupakan

suatu tindakan yang:

a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan
tindakan tersebut;

2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;

4. Mengadakan tindakan lain  menurut hukum yang
bertanggung jawab.
Atas perintah penyidik:

a.
b.

c.
d.

Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan dan penyitaan;

Pemeriksaan dan penyitaan surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
Membawa dan menghadapkan seseorang kepada
penyidik.
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b. Penyidik

a) Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP:

Negara Republik
'|I tertentu yang
ndang  untuk

~
0
=
rang tentang
=
-
B O
E— ; geledahan; dan
& =5
= 2
=)
E. ” periksa sebagai
< &
o = erlukan dalam
z =
- .
E g hukum yang
o _51-
@ 2
p— s
B =
E =
ﬂ-
=

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.”

“8Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana
Terpadu Di Indonesia”, Jurnal Legiislasi Indonesia, Vol.16 No.1 (Maret 2019), him. 33.
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Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan haki

cC
3
|
3
=

pent
_
-~

ewenang untuk
akim.”

ARRNRRALNT

16 Tahun 2004
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wewenang:
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1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari
penyidik atau pembantu penyidik;

2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3
dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka
menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;

4 Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta, 2020, him.77.
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3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan
lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh penyidik;

Membuat surat dakwaan;

Melimpahkan perkara ke pengadilan;

Menyampaikan pemberitahuan«'kepada terdakwa tentang
ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat
panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk
datang pada sidang yang telah ditentukan;

Melakukan penuntutan;

Menutup.perkara demi kepentingan hukum;

Mengadakan _perbuatan lain.dalam lingkup tugas dan
tanggung Jawab sebagai . penuntut umum menurut
undangundang;

10. Melaksanakan penetapan hakim.

ook

© o A

Pada penjelasan pasal diatas disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan perbuatan lain adalah mencari identitas tersangka dan barang
bukti dengan tetap mencermati batas-batas kewenangan dan peran
penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah penyidik
memberikan hasil=penyidikan ,kepada penuntut .umum, ia segera
mempelajari dan memeriksa hasil penyidikan dalam waktu tujuh hari
sejak " diterimanya dari penyidik. Dia juga harus memberi tahu
penyidik dalam jangka waktu itu, apakah hasil penyidikan itu lengkap
atau tidak. Apabila-hasil penyidikan ini tidak lengkap, penuntut umum
mengirimkan kembali berkas kasus tersebut kepada penyidik dengan
petunjuk apa yang perlu dilakukan untuk melengkapinya. Penyidik
wajib mengirimkan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut
umum dalam waktu 14 hari sejak berkas tersebut diterima.*® Setelah

penyidik memberikan ulang hasil penyidikan secara lengkap kepada

50 |jhat Pasal 138 KUHAP
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penuntut umum, penuntut umum segera mengevaluasi apakah syarat

untuk dituntut dipenuhi atau tidak dalam berkas kasus tersebut.

undang-undang

m dituntut
asi  hukum,
anusia, serta

1 kekuasaan negara
harus sanggup

keadilan dan

“pejabat peradila
undang untuk mengadili.’

ang diberi wewenang oleh undang-

b) Wewenang

Perkara pengadilan diselenggarakan mulai dari menerima,
memeriksa, sampai mengadili. Wewenang pokok hakim adalah untuk
menerima, memeriksa dan mengadili dan akhirnya menyelesaikan

setiap dan semua kasus yang dibawa ke hadapannya. Dalam
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Pengadilan, hakim berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada
mereka yang mencari keadilan dan bekerja keras dengan tujuan

mengatasi hambatan dan halangan untuk memberikan persidangan

dan ekonomis

b L TSNS S Mt 7

sanaan persidangan,
g jawab.

..m
Mahkamah

interaksi yang melibatkan empat u

a. kehendak hukum, maksudnya hajat dan janji yang terkandung dalam
aturan hukum
b. perbuatan para penegak hukum;

c. struktur penegakan hukum;

51 Satjipto Rahardjo, op. cit.,him.26.
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d. pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari

kenyataan kehidupan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo mengatakan jika keempat unsur tersebut saling

Dari apa yang dikemukakan di“atas, maka masalah berfungsinya hukum
pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit empat faktor, yaitu:53
a. Hukum itu sendiri;

b. Petugas yang menegakkan ;

52 Satjipto Rahardjo, op. cit.,hIm.273.

% Muhammad Arif,”Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum
Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Jurnal Hukum Al Adl, Vol.1
No.1 (Januari 2021), him. 98.
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c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah

hukum;

d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

1)

2)

3)

untuk berdiskusi mengenai peraturan tertentu,
Kelompok-kelompok tertentu diundang untuk menyampaikan
umpan balik tentang rancangan undang-undang oleh
departemen tertentu

Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

* 1bid., him.13.
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4) Membentuk kelompok-kelompok tokoh masyarakat atau ahli
untuk memberikan nasihat.

Maka itu berarti bahwa bagaimana cara pembuatan suatu peraturan

atau diber 1 apa : an pelaks ﬁ' ya (Peraturan
Pemerinta : ng tersebut telah
diundangka etap : : A elaksanaannya

belum kelua

2.Faktor Petugas yang Menegakkan

Aparat penegak hukum mempunyai berbagai tanggung jawab dan fungsi
kritis untuk dimainkan dalam proses penegakan hukum (bisa berupa undang-
undang atau peraturan tertulis lainnya). Orang-orang yang memastikan hukum

ditegakkan adalah:
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a. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

b. Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik

peranannya @ apabil afsi o dan

pandangannya te ) ] mahaman dan/atau

pandangan 3 a akan n ebabkan p: k hukum akan
mengambil tind 08 U nega . m. Penafsiran,
pemahaman . .
hukum) biasanya dipe 3 A as penegak hukum

tersebut.

menyatakan bahwa suatu hukum bisa terlaksana (bisa ditegakkan) dengan baik
jika petugas yang akan menegakkan mempunyai kemahiran intelektual yang baik
pula.

3. Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum agar bisa berjalan dengan lancar diperlukan fasilitas atau

sarana tertentu. Suatu contoh, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
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22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketentuan-ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ssampai Pasal 50 UU 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di atas, tanpa didukung oleh fasilitas yang

hukum karena pada umumnya anggota masyarakat :
a. Tidak tahu atau tidak sadar, ketika hak mereka dilanggar atau
diganggu
b. Upaya-upaya dalam hukum yang tidak masyarakat ketahui yang

berguna untuk membela kepentingan mereka.

% 1bid., him.50.
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C. Tidak dapat menggunakan cara hukum untuk melindungi kepentingan
mereka karena faktor keuangan, psikologis, sosial, atau politik

sehingga hak-hak mereka tidak dilindungi oleh upaya hukum apapun.

“Barangsiapa mengamb .ﬁ"m‘!‘v‘ g sebagian atau seluruhnya
merupakan kepunyaaan orang aksud untuk menguasai benda
tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atu dengan pidana denda
setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.”
Apabila dirincikan maka unsur-unsur objektifnya :

1. Perbuatan mengambil.

2. Objeknya suatu benda.
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3.

Unsur keadaan yang meyertai/melekat pada benda, yaitu benda

tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya :

ok~

banjir, gempa
karam, kapal

& mah atau pekarangan
tertutup ya da m ) an oleh orang yang adanya
disitu tidak diket Q MS&’-I’I:' daki oleh yang berhak.
Pencurian yang dilakt orang atau lebih secara bersekutu.
Pencurian yang untuk ma ke tempat melakukan kejahatan,atau
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2).Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu

tersebut ke 4 dan 5maka dikenakan pidana penjara paling lama 9
(Sembilan) tahun.
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c. Tindak Pidana Pencurian Ringan
Pencurian ringan (gepriviligeerde diefstal) dimuat dalam pasal 364 KUHP

yang rumusanya adalah :

Perbuatan yang d 0. 4, begitu juga apa
yang ditera an dalam sebuah
rumah g a jika harga
barang , dihukum
sebagai a tiga bulan
atau dend

leh lebih dari
dua puluh "limé : G 0 kannya Peraturan
Pemerintah Peng o ang ‘No. 1t entang Beberapa
Perubahan dalam KUHP, n @ar menjz a puluh rupiah.5

Berdasark syarai-syarat_pidana divats gariskan dalam

Pasal 364 Jela 1 ya dengan pencurian ringan

dalam undan
1.
2 dua orang atau lebih
3. Tindak pidana penc untuk mengusahakan jalan masuk ke

tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya,
orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan,
pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau

seragam palsu.

% Muhammad Soma Karya Madari, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
DendaDalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1No.
2( Desember 2013), him. 337.
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Dengan syarat:

1.

2.

Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;

Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya
terdapat sebuah tempat kediaman;.dan

Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh

rupiah.®’

d. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur oleh pembuat undang-

undang dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

1)

2)

3)

4)

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu
mempermudah pencurian, atau.dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk
tetap menguasai barang yang dicuri.

Diancam dengan:pidana penjara palingilama dua belas tahun:

a. Jika perbuatan: dilakukan: pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di
berjalan;

b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;

c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak
atau “‘memanjat atau dengan:memakai anak kunci palsu,
periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang
diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5 Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar
Grafika, Jakarta, 2013, him. 54.
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Pada pasal ini ini memuat unsur kekerasan, dimana istilah kekerasan disini
mengacu pada setiap tindakan yang mengandung tenaga tubuh yang tidak ringan
dan menggunakan kekuatan fisik, seperti mengikat korban dan memukulnya
dengan senjata, menyekap, menahan, mengikat-dan sebagainya.’® Dalam Pasal 89
KUHP pembuat undang-undang telah menyatakan bahwa menyebabkan keadaan
tidak berdaya atau pingsan pada'orang lainssama dengan melakukan tindakan
kekerasan. H.A.K., Moch Anwar berpendapat tindakan yang menyebabkan orang
pingsan atau tidak sadarkan diri serta aktivitas yang membuat mereka tidak
berdaya dianggap sebagai tindakan kekerasan. Kekerasan tersebut harus
dimaksudkan pada seseorang. Dalam hal seseorang ini tidak harus si pemilik
barang, misalnya pelayan rumah tangga yang menjaga rumah.

e. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal*367 KUHP yang
berbunyi:

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini
adalah “suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak
terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka
terhadap pembuat atau pembantu ‘jtu tidak mungkin diadakan
tuntutan pidana

2. Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan,
atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis
lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka
terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada
pengaduan dari yang terkena kejahatan.

3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh

orang lain darpada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di
atas berlaku juga bagi orang itu.

%8 |smu Gunadi, op. cit.,hIm.132.
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Dalam Pasal 367 KUHP dikenal dengan istilah pencurian dalam
keluarga. Pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP ini ada dua jenis
pencurian, yaitu:

1. - seorang suami idak berpisah meja

c. Dalam garis lurus atau;

d. Dalam garis samping sampai derajat ke-2;

e. Diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Yang dimaksud dengan pencurian dalam keluarga adalah melakukan
pencurian atau menolong melakukan pencurian terhadap kerugian suami atau

istri tanpa dihukum karena pasangan itu memiliki sama-sama memiliki harta

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

benda bersama.®® Hal ini juga dilandaskan pada pertimbangan moral. Ketika
seorang jaksa penuntut umum menempatkan dua orang yang saling mencintai

dan menikah melawan satu sama lain di hadapan pengadilan, bukankah jelas

tidur”, yang

n tidak ada

mengikuti hukum adat (Islam). Sebab 1tu hukum pencurian tidak berlaku bagi
mereka, hal ini berdasarkan pasal 367 KUHP pada bagian yang menyangkut
suami-istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau perceraian harta-
benda. Dan sebab itu juga pencurian diantara mereka bukan merupakan delik

aduan dan tidak dapat dituntut. Jika mereka sudah bercerai, penuntutan

%9 Butje Tampi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana” Jurnal Lex Crimen, VVol.2No.3 (Juli2013), him. 90.
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pencurian dapat dilanjutkan tanpa korban membuat pengaduan. Jika orang yang

melakukan atau menolong melakukan pencurian itu adalah anggota keluarga

yang sama dengan orang yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka orang

%
\\‘-‘"

4. Yang U seluruhnya merupakan kepunyaan

orang lain.

Agar lebih memahami setiap setiap uraian isi dari pasal 363 KUHP maka
unsur-unsurnya jika ditafsirkan pada setiap angka yang terdapat dalam Pasal 363

Ayat 1 adalah :

80 1smu Gunadi, op. cit.,him.134.
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Dalam ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata ternak sebenarnya
dalam undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya

berkenaan dengan apa itu ternak, melainkan dalam pasal 101 KUHP

angan dikatakan tertutup ketika
memiliki penutup yang bertindak sebagai penghalang antara
pekarangan tersebut dengan pekarangan lain di area tersebut.
Selanjutnya, yang berada di sana artinya mengacu pada orang di mana
kejahatan/tindak pidana itu terjadi. Adapun siapa yang harus dianggap

sebagai orang yang berhak yaitu siapa saja yang menggunakan suatu

tempat tinggal atau pekarangan tertutup adalah menjadi orang yang
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berhak. apabila seorang istri berada di rumah pada waktu suaminya

sedang dalam perjalanan, maka istri itulah yang didefinisikan sebagai

orang yang berhak.

masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui
lubang yang dengan sengaja telah digali dengan maksud yang sama,
demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau
parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup. Lalu yang
dimaksud dengan kunci palsu adalah kunci-kunci yang oleh orang

yang berhak, tidak dipakai atau telah tidak dipakai lagi untuk
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membuka sebuah selot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni

kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah

diganti dengan kunci yang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan

C. Tinjaus

ketertiban masyarakat, memberika dungan, dan mengayomi masyarakat.®®
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah
lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum

(menangkap pelanggar hukum dsb); atau anggota instansi pemerintah (pegawai

61 Theo Lamintang, op. cit.,him.41

62 Siswanto Sunarso, Pengantar llmu Kepolisian, Pustaka perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015,
him. 1.

83 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta,
2009, him. 111.
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negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Lalu pengertian polisi menurut
Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai
berikut :

“Kepolisian® Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam ~memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelinaranya keamanan

dalam negeri.”

Dari pengertian diatas secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dirumuskan bahwa tugas pokok Polri
adalah sebagai- penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan
pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada
hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal
mendasar yang menjadi tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam
Tribrata maupun Catur Prasetya Polri, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun
2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri
bertugas : 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan
hukum; 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.%*

Dalam menjalankan tugasnya polisi diharapkan menjadi agen perubahan
Ini berarti bahwa mereka tidak hanya akan berfungsi sebagai alat agar
mengurangi kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses,
dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter leadership.

Dibutuhkan pemimpin yang cakap, memiliki segudang pengalaman, berani

& | jhat Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002
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mengambil pilihan dan memiliki integritas tinggi karena kesulitan yang akan

dihadapi Polri ke depan juga semakin kompleks dan pelik.®®

2. Profil Kepolisian.Resor Kuantan Singingi

dalam ha ara kear ot '@‘ kan hukum,
memberika ga ayoman dan ada masyarakat di
seluruh wilaye umnya, Ya eliputi ’ Ipaten Singingi
yang memi s da res ingi sehari-hari

dikepali ole 3 Sio : yjkat Ajun Komisaris

Besar Polisi dan-c i g ﬁﬂ' Sian Resort yang

berpangkat Ko | membawahi beberapa

satker yang ber kepolisian tertentu.

Beberapa jenis satker .. Q ‘ h jajar Polres Kuantan Singingi
W

antara lain satuan reserse kr eserse narkoba, satuan intelkam,

satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

8 Riyanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum
dalam Perspektif Pancasila”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas
Dipenegoro, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020), him. 359-372.
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3. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
a. Visi

terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat

dengan menjunjung

) \'A‘!ﬁﬂwl .Qg.

kamtibmas;
5. Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan
siskamling guna mewujudkan keamanan di lingkungan masing - masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyrakat tentang sadar hukum melalui
upaya preventif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

akan kepatuhan hukum;
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. Mengenalkan secara dini tentang tugas - tugas Polresta Pekanbaru

kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta

berperan dalam mewujudkan kamtibmas;

as.dengan kordi mtibmas lainnya serta

SRS S5 Y 1Y ;‘

lakuTAS 1514, 1y
' a

Polri untuk
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4. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Tabel 1.3

Oll dll.F

‘%\ I‘.--‘\‘ ¥
ewww-

N

NO 2 TH, 2021
L 14 JANUARI 2021

KASIAS | PS KA
AP H. YUHE BRPKAAFRIZALE.
r I
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum

kejahatan. Kejz alah sa ) n sosial yang
dijuluki m ertua (the ] berantasannya
tidak perna 3 . _ _- [ -_ _ minimalisir. Setiap manusia,
masyarakat - .

meresahkannya kejahatan. j tindak pidana pencurian

faktor yang membuat delik menjadi lebih berat diuraikan dalam Pasal 363 KUHP

yaitu :

=

Pencurian ternak.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran ,letusan banjir, gempa
bumi,gempa laut, gunung meletus ,kapal karam, kapal
terdampar,kecelakaan kereta api,huru-hara,pemberontakan atau bahaya
perang.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

59



Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.
Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau
untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian.yang diterangkan dalam ke‘3.disertai dengan salah satu
tersebut ke 4 dan 5;maka dikenakan pidana penjara paling lama 9
(Sembilan) tahun.

SR

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah kasus tindak pidana
paling marak terjadi dikabupaten Kuantan Singingt;: sebagal salah satu contoh
dapat dilihat pada tahun 2019, yang mana menurut Polres Kuantan Singingi
untuk tindak pidana baik itu umum ataupun khusus Kepolisian Resor Kuantan
Singingi mencatatkan telah terjadi sekitar 191 kasus kejahatan. Dari 191 kasus
tersebut 169 melibatkan tindak pidana umum yang mana kasus tindak pidana
pencurian dengan pemberatan adalah kasus pidana umum yang paling banyak
terjadi yaitu sebanyak 37 kasus. Banyak sekali contoh kasus pencurian dengan
pemberatan yang terjadi di kabupaten—Kuantan Singingi, beberapa contoh
kasusnya yaitu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi baru baru ini
misalnya pada bulan September 2020 tepatnya didaerah Logas Tanah Darat,
dimana terjadi kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 6 orang
sekaligus terhadap salah satu rumah warga, ke-enam pelaku melakukan aksi
pencuriannya pada dini hari ketika korban sedang tertidur. Dalam aksinya ini
pelaku berhasil mencuri sepeda motor bertype Honda Beat warna hitam serta
jam tangan merk Xiomi dan 2 Unit Handphone merk Samsung J3 dan Vivo Y31

Juga ikut diraup pelaku.®® Kemudian pada 1 Desember 2020 yang lalu, juga

®https://m.hariantimes.com/read-5645-2020-10-02-bobol-rumah-karyawan-honorer-enam-
pemuda-pelaku-curat-dicokok-polisi.html diakses pada tanggal 20 September 2021.
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terjadi kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang melenyapkan uang

sebesar Rp 718 juta. Kedua pelaku ini bukan merupakan warga kuantan

singingi melainkan warga Kayu Agung Kabupaten OKI Sumsel. Kedua Pelaku

S7https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/13/gondol-duit-rp-718-juta-di-kuansing-dua-
terdakwa-curat-asal-sumsel-dituntut-65-tahun-penjara?page=all  diakses pada tanggal 20
September 2021.
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Tabel 1.4

Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diwilayah Polres

Kuantan Singingi Periode Tahun 2019 s/d 2021°8

D

.‘.\‘ =

]
4
_5
o
v

(]

/

Kuansing saat wawancara 28 April 2022, disebutkan bahwa dalam menanggani
kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih berada di urutan
tertinggi yang ditangani oleh Polres Kuansing berserta jajaran. Dari 300 perkara
tindak pidana. pencurian dengan pemberatan sebanyak 32 kasus, selanjutnya

kasus penganiayaan ringan sebanyak 27 kasus, pencurian biasa 21 Kkasus,

% Data Lapangan diperoleh dari Polres Kuantan Singingi pada tanggal 21 September 2021
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penambangan emas tanpa izin atau lingkungan hidup 17 kasus, curanmor 17
kasus, penggelapan 15 kasus , kemudian kasus penipuan 9 kasus, pengeroyokan 9

kasus, KDRT 7 kasus, curas 5 kasus dan lain sebagainya.®®

Upaya _penegakan hukum yang dilakukan. oleh polisi adalah untuk
mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum selama mereka
menjalankan™ tugas penegakan” ' hukum. “~Polisi>, bertanggung jawab untuk
menegakkan standar etika yang digariskan dalam undang-undang. Dilihat dari
unsur normatif tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Polisi akan
melakukan tugasnya dalam masyarakat apabila ada satu pihak yang menyeleweng

dari aturan hukum pidana yang berlaku

Kepolisian adalah sebagat salah satubagian terpenting dalam penegakan
hukum pidana. Dalam kerangka kelembagaan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, polisi sebagai salah satu unsur utama dan pihak pertama yang langsung
bertatap muka dengan kejahatan serta pelaku Kejahatan, dan melakukan upaya
pencegahan kejahatan untuk mewujudkan situasi ketertiban masyarakat yang
terkendali. Kegiatan penegakan hukum di Indonesia khususnya yang dilakukan
oleh Polres Kuansing, dapat dikategorikan bersifat preventif dan represif. Upaya
penegakan hukum preventif merupakan komponen dari politik kriminal, yaitu

suatu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu

69 Berdasarkan wawancara bersama Kasat Reskrim Kuantan Singingi bapak Boy Marudut Tua di
Polres Kuansing pada tanggal 28 April 2022
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kejahatan. Di sisi lain, upaya penegakan hukum represif adalah semua hal yang
dilakukan polisi setelah suatu kejahatan dilakukan. Upaya penegakan hukum

preventif dan represif yang dilakukan berupa :

ngurangi  atau
ng dilakukan

pahkan kepada

dimaksudkan un er pelanggaran, melainkan  untuk
menyelesaikan jika ada permasalahan hukum terutama jika telah
terjadi pelanggaran.”t Tingkat operasional penegakan hukum yang
represif didukung oleh beberapa institusi yang secara organisatoris

berbeda satu sama lain, namun tetap dalam kerangka penegakan

70 Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana, Jember Katamedia, Palu, 2017, him. 57.

1 Monalisa Tjhoeng, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan
Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balik Papan”, Jurnal
Lex Suprema, Volume 1 Nomor 2 (September 2019), him. 9.
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hukum. Pada tingkat operasional penegakan hukum represif didukung
dan dilakukan oleh berbagai entitas yang secara organisatoris terpisah

satu sama lain namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum

peraturan 2002 tentang

Kepolisian dilakukan oleh

pihak kepol

1. Upaya R if (pe ing d > akKepolisian Resor

Kuantan

iy disay yejepe il udwnyo(]
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baik dilangsungkan dengan jalan kaki serta kenderaan. Bentuk
kegiatan ini adalah:
1. Patroli Rutin, yaitu patroli yang dilangsungkan pada waktu-

waktu tertentu dengan melalui wilayah-wilayah, tempat-

tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
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2. Patroli Insidental, yaitu patroli yang dapat menimbulkan
deterence effect terhadap suatu gangguan.

b. Memberikan bimbingan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

5ingingi.

dalam upaya

selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan. Semua
tempat yang berpotensi dilakukan tindak pidana pencurian terutama
tempat yang menyimpan uang tunai, tempat-tempat itu akan mendapat
perhatian khusus. Kepolisian Polres Kuansing juga mengajak
masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung tugas kepolisian

dengan cara memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan
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ancaman gangguan Kamtibmas dan faktor-faktor yang memicu
kerawanan. '

Menurut analisis penulis upaya preventif yang dilakukan oleh Polres

keterangan yang berka gan kepentingan tugas kepolisian guna

dapat diakses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

72 perdasarkan wawancara dengan Bripka Rivanno di Polres Kuantan Singingi pada tanggal 1
maret 2022
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b. Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang

diatur dalam Kuhap.

peninjauan laporan dan bukti-bukti awal, yang biasanya ikut disertakan

Ina menyusun

a keseluruhan,

dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan
yang cukup. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XI1/2014
adalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan

pasal 184 KUHAP. Cth: Keterangan Saksi dan Bukti Surat
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Adapun cara penangkapan :

1) Petugas Kepolisian Negara RI adalah petugas yang

nelaksanakan penangkapan. Tapi jika dalam kondisi

RNRRRRRNNNY Y

.
e

tertera pada surat perintah
penangkapan tidak cocok, maka surat perintah tersebut
tidak berlaku untuk orang yang dikunjungi oleh polisi.

5) Petugas memberikan penjelasan atau mengatakan secara
singkat alasan dia ditangkap. Contoh: demi untuk
kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan

danseterusnya...
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6) Memberikan ringkasan singkat tentang dugaan tindak
pidana yang sedang diselidiki terhadap tersangka.

Misalnya, tersangka tersebut diduga melakukan tindak

erbunyi: Namun

Tetapi dengan
angan kepada
ingkap tangan

seseorang pada

segera sesudah

sesaat kemudian

kan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau
membantu melakukan tindak pidana itu.

d. Mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengusutan kasus

kejahatan, termasuk bahkan upaya mencoba untuk mendapatkan

kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan, yang
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selanjutnya menyerahkannya ke kejaksaan yang kemudian perkara
diteruskan ke pengadilan

Dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan, sering terjadi

sesuai dengan hukum-acara pidana ( aturan perundang-undangan
lainnya”

dan didasarkan pada pasal 15 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang berbunyi :

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisinan warga masyarakat yang dapat
mengganggu  ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi
tumbuhnya penyakit masyarakat;

73 Berdasarkan wawancara bersama Kasat Reskrim Kuantan Singingi bapak Boy Marudut Tua di
Polres Kuansing pada tanggal 28 April 2022
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c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

f.  Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

h.. Mencari keterangan dan barang bukiti;

i.  Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

j. = Mengeluarkan surat; izin ‘dan/atau; surat keterangan yang diperlukan
dalam rangkaipelayanan masyarakat;

k. ~Memberikan™ bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

I. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dengan demikian menurut analisis dari penulis upaya penegakan hukum
secara represif yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Kuantan
Singingi telah sesuai dengan prosedur yang ada pada pasal 5 dan pasal 7 ayat (1)
KUHAP tentang wewenang penyidik dan penyelidik sedangkan upaya preventif
juga sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kepolisian negara Republik
Indonesia Bab I1i Pasal 13 huruf a tentang tugas dan wewenang Polri yaitu
memelihara keamanan dan Kketertiban masyarakat dan Pasal 15 ayat (1) huruf c
yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah untuk

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

B. Hambatan di Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan
Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.
Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Akibatnya, diyakini bahwa melalui penegakan
hukum tujuan hukum dapat terwujud yang memungkinkan hukum berfungsi

dengan benar. Secara umum, fungsi hukum yang diimplementasikan adalah untuk
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turut berkontribusi pada pemecahan masalah sosial masyarakat secara ideal.
Penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua upaya yaitu: yang merupakan

penegakan hukum berbentuk penindaklanjutan dalam hukum guna membuat

rjono Soekanto

faktor-faktor ye empe i penega G n cum ada abagai berikut : ™
1.
2 bentuk maupun
3.
4 hukum tersebut berlaku,

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di Kepolisian

Resor Kuantan Singingi masih terdapat beberapa hambatan, berdasarkan

4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002, him. 5.
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wawancara dengan penyidik reskrim Polres Kuansing bapak Brigadir Dadan
Ahmad Rafi, yang mengahambat penegakan hukum terhadap tindak pidana

pencurian dengan pemberatan diwilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah :

terjadi kasus
ternyata pelat

unakan pelaku

SeRAENAY

.*-i

: -
o
o
=
QD
>
QD
e
@D
>
(@]
o=
=
S,
>

penyidik untuk

hari pada saat warga tertidur yang menyebabkan wajah pelaku tidak
terlihat sama sekali sehingga tidak ada saksi yang melihat.

c. Kurangnya alat bukti.

Barang bukti merupakan barang yang paling penting bagi penyidik

untuk menyingkap tindak pidana. Selain itu barang bukti diperlukan

agar bisa melengkapi Berita Acara Perkara (BAP). Setelah proses
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penyidikan selesai dan sudah melengkapi BAP maka kemudian akan

diteruskan kepada kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut umum.

Ada dua syarat agar barang bukti dinyatakan telah lengkap, yaitu jika

ada masyarakat yang menjadi saksi merasa takut akan diincar oleh

pelaku kejahatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Dadan Ahmad Rafi yang
bekerja sebagai penyidik reskrim Polres Kuantan Singingi, dari semua upaya yang

telah disebutkan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kuantan

5 Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Dadan Ahmad Rafi di Polres Kuansing pada tanggal 1
maret 2022
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Singingi, kelalaian masyarakat merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam
upaya penegakan hukum preventif. Menurut bapak Brigadir Dadan Ahmad Rafi,

banyak masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang

Ter bat penegakan

NN

hukumnya kejahatan itu
bisa terjadi.

kejahatan :

<AL NEN

awancara peneliti dengan pelaku
pencurian dengan pemberatan yang berinisial R dan RP keduanya mengaku
melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh faktor
ekonomi. R mengaku ingin mendapatkan uang secara instan sehingga dia nekat

melakukan tindakan pencurian sedangkan RP nekat melakukan tindakan
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pencurian disebabkan tidak menentunya penghasilan dari kerja tani.”® Bapak
Brigadir Dadan Ahmad Rafi juga melanjutkan yang menyebabkan terjadinya
tindakan pencurian dengan pemberatan ini juga disebabkan faktor pengaruh dari
teman, beliau melanjutkan berdasarkan pengakuan dari tersangka yang dilakukan
penyidikan banyak dari mereka yang melakukan pencurian agar dapat digunakan

untuk bersenang-senang dari barang curian:tersebut.”

Dengan. demikian bisa diketahui bahwa yang menghambat proses
penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini adalah
pelaku sering melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan plat nomor
palsu., tidak ada saksi yang melihat, kurangnya alat bukti, Kurangnya partisipasi
masyarakat ~dalam memberikan keterangan sehingga penyidik sulit untuk
mengetahui Kronologi kejadian. Juga masyarakat yang masih lalai dalam menjaga
harta bendanya. sehingga ~ memberikan kesempatan kepada pelaku untuk
melakukan pencurian. Kemudian faktor yang menghambat lainnya adalah faktor
ekonomi, ketimpangan ekonomi yang membuat pelaku kejahatan lebih memilih
memilih menghasilkan‘uang dengan cara instan.yaitu dengan mencuri ketimbang
mencari pekerjaan. Menurut analisis- penulis agar mengurangi hambatan yang
dialami oleh pihak kepolisan resor Kuantan Singingi berdasarkan hambatan yang

telah diuraikan diatas adalah :

a. untuk mencegah plat nomor palsu beredar dan disalahgunakan untuk

kejahatan, kepolisan harus giat melakukan Kkegiatan penertiban

76 Berdasarkan wawancara dengan pelaku pencurian pada tanggal 2 Maret 2022
" Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Dadan Ahmad Rafi di Polres Kuansing pada tanggal 1
maret 2022
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kenderaan di jalan raya dan menertibkan pembuat atau tukang pelat
nomor kenderaan palsu dan kalau diperlukan Polisi di Polres Kuansing

bekerja sama dengan dinas perhubungan untuk membangun dashboard

0 gganan ketertiban lalu

' m&“\‘“ .@0‘ .‘
7

partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan sehingga
penyidik lebih mudah mengetahui kronologi kejadian, memberi
pengetahuan kepada masyarakat bahwa tidak usah takut untuk menjadi
saksi sebab dilindungi lembaga perlindungan saksi dan korban.

agar masyarakat lebih perhatian dalam menjaga barang-barang

berharganya dengan cara menggunakan kunci ganda dan lainnya
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BAB IV

PENUTUP

3) Melakukan penjagaa empat-tempat rawan dalam upaya
pencegahan  dengan juga mengikutsertakan  unsur-unsur
operasional dibawahnya seperti polsek.

b. Upaya Represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan

Singingi:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
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2) Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang

diatur dalam Kuhap.

3) Melakukan penangkapan terhadap pelaku.

pemberatan di

2 dengan aparat

Lalu faktor lain yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak
pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisan Resor Kuantan

Singingi adalah :

a. Faktor ekonomi, berdasarkan wawancara dengan pelaku pencurian
kedua pelaku nekat melakukan pencurian dengan pemberatan

disebabkan oleh adanya desakan ekonomi.

80



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

. Faktor masyarakat, Kepolisan Resor Kuantan Singingi telah

melakukan upaya preventif untuk menekan jumlah tindak pidana

pencurian dengan pemberatan namun, masih banyak masyarakat yang
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B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan :

1. Agar pihak_ kepolisian meningkatkan kepekaan terhadap masalah-

gah terjadinya

melakukan

n pemberatan

ka melakukan

JJJJJ

82



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Aditya Bakti,

Tindak Pidana

is, Pengantar Illmu Hukum,
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Ishag, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan
Hukum di Indonesia, Kencana, Bandung, 2016.

Ellydar Chaidir, Negara Hukum Demokrasi dan Kanstalasi Ketatanegaraan

Indonesia, Total Media, Pekanbaru, 2007.

83



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum
Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Ibnu Sina Chandranegara, Dari “Hukum publik” ke “Hukum public” Ragam

Jur. Andi Ha

:
2
N ALATE AN

N

John Kenedi

Huku

Kif Aminanto

Kuffal, Penerap

Lilik Mulyadi, eoritis, Praktik, dan

Muhammad Erwin, Filsafat hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Muhammad Nurul Huda, Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan
Pembaharuan Hukum Pidana, Uir Press, 2012.

Muhaimin,Metode Penelitian Hukum, Mataram university press, Mataram, 2020.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan

Normative, Pustaka Pelajar, 2010.

84



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Otje Salman & Anton F.Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan
Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 20009.

Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha

a Penelitian

Salim

Alumni,

ologis, Genta

Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet.1, Prenadamedia Group, Jakarta,
2016.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif dan
R&D, Alfabeta, Bandung, 2009.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

85



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,
Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun entang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

4. Jurnal dan karya ilmiah

Agus Riyanto, Penegakan hukum, masalahnya apa?, Jurnal Binus University,

Vol.1Desember 2018.

86



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik Dalam Sistem

Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, Jurnal Legiislasi Indonesia,

Vol.16No.1Maret 2019.

ek Kepastian

Edisi
Jimly Ass n,Hukum dan
Luthvi Febry bagi TKI, Jurnal

iringan Di Kota Balik Pa ex Suprema, Vol.1No.2September

2019.

Muhammad Arif,Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai
Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian, Jurnal Hukum Al Adl, Vol.13NolJanuari 2021.

87



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Muhammad Soma Karya Madari, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana

Pencurian, Jurnal Cita Hukum, VVol.1No.2Desember2013).

pada

88


https://m.hariantimes.com/read-5645-2020-10-02-bobol-rumah-karyawan-honorer-enam-pemuda-pelaku-curat-dicokok-polisi.html
https://m.hariantimes.com/read-5645-2020-10-02-bobol-rumah-karyawan-honorer-enam-pemuda-pelaku-curat-dicokok-polisi.html
https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/13/gondol-duit-rp-718-juta-di-kuansing-dua-terdakwa-curat-asal-sumsel-dituntut-65-tahun-penjara?page=all
https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/13/gondol-duit-rp-718-juta-di-kuansing-dua-terdakwa-curat-asal-sumsel-dituntut-65-tahun-penjara?page=all
https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/04/13/gondol-duit-rp-718-juta-di-kuansing-dua-terdakwa-curat-asal-sumsel-dituntut-65-tahun-penjara?page=all

